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Abstraksi 
 Televisi merupakan salah satu media massa  di 
dalam suatu sistem masyarakat, yang mempunyai fungsi 
mendasar sebagai alat pemenuhan kebutuhan sosial dan 
kepentingan publik akan berbagai informasi. Berbagai 
macam konflik kepentingan muncul di dalam organisasi 
media, khususnya media televisi, dimana televisi 
merupakan media audiovisual yang mendapat perhatian 
penuh dari para pemilik media dan khalayaknya. 
Kata kunci: televisi, konflik kepentingan. 
 
A. Pendahuluan 
Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan 
dan memperoleh berbagai informasi. Idealisme sebuah 
media massa sebenarnya adalah untuk memberikan 
informasi yang obyektif, jelas, dan independen. Namun 
terkadang realitas yang ada, berlawanan dengan prinsip 
ideal tersebut. Realitas yang ada, takluput dari 
berbagai konflik kepentingan (ekonomi politik) di dalam 
institusi media.  
Secara normatif, media adalah sarana publik yang 
berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat dan demokrasi. 
Akan tetapi, dalam struktur industri, media tidak lagi 
dinilai berdasarkan nilai gunanya, tetapi 
dititikberatkan pada nilai tukar dalam memperoleh 
keuntungan ekonomi (Mosco, 1996). Hal ini pun dilakukan 
industri televisi di Indonesia yang selalu berorientasi 
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pada pertimbangan untung-rugi secara sistematik untuk 
menguatkan kedudukan dalam pasar media. Tuntutan 
industri televisi agar perusahaan media memiliki hak 
asasi yang sama dengan individu sesungguhnya merupakan 
upaya sistemik untuk mengukuhkan kekuasaan ekonomi-
politik. 
Dalam suatu sistem masyarakat, media massa 
memiliki fungsi mendasar sebagai alat pemenuhan 
kebutuhan sosial dan kepentingan publik akan berbagai 
informasi. Fungsi sosial ini muncul berdasarkan 
perspektif teori social responsibility yang memandang 
bahwa informasi merupakan  barang publik (public 
goods).(McQuail, 2005). Berangkat dari pemahaman 
tersebut, maka media sebagai agen penyampai informasi 
haruslah menempatkan kepentingan publik sebagai 
prioritas utama dalam menjalankan kegiatan komunikasi 
massa. Oleh karena itu, dalam industri media massa, 
satu hal paling utama yang menentukan eksistensi suatu 
media adalah kepercayaan dari publik (public trust) 
terhadap media tersebut sehingga media harus menjaga 
kepercayaan publik sekaligus dapat 
mempertanggungjawabkan akibat-akibat yang ditimbulkan 
oleh informasi yang dipublikasikan (Gordon, 1999). 
Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang 
benar dan obyektif. Namun sayangnya, hak publik untuk 
mendapatkan informasi yang benar sering tidak terpenuhi 
karena adanya konflik kepentingan dalam institusi 
media. Dewasa ini televisi sebagai salah satu media 
penyiaran berkembang begitu pesat. Di Indonesia, 
setidaknya ada sebelas stasiun televisi (RCTI, MNCTV, 
SCTV, TRANS7, TRANSTV, GLOBALTV, ANTV, TVONE, METROTV 
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dan TVRI), dimana masing-masing stasiun televisi 
tersebut berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dan 
menjadi pilihan favorit para pemirsannya. Kondisi ini 
tentu berbeda dengan dulu yang hanya ada TVRI sebagai 
televisi satu-satunya, itupun dikelola oleh pemerintah. 
Keberadaan televisi-televisi swasta diharapkan mampu 
untuk mewujudkan prinsip diversity of content dan 
diversity of ownership, sehingga demokratisasi ranah 
penyiaran dapat terwujud di tanah air Indonesia ini.  
Kenyataan yang terjadi, bahwa industri media di 
tanah air justru dikuasai oleh beberapa konglomerat, 
diantaranya Hari Tanoe Soedibyo (pemilik MNC group, 
yaitu RCTI, Global TV, MNC TV), Surya Paloh (Metro TV) 
yang kemudian berkolaborasi dengan Hari Tanoe dalam 
partai Nasdem, Transcorp (Trans TV dan Trans 7). 
Informasi yang ditayangkan oleh masing-masing media 
tersebut hampir bersifat seragam. Beberapa program 
acara terkadang diduplikasi oleh stasiun lain dengan 
nama dan format acara yang berbeda.  
Permasalahan 
Sebuah kotak kaca ajaib yang berisi berbagai macam 
tayangan di dalamnya, yang biasa kita sebut dengan 
televisi,  ternyata mampu memukau para pemirsanya dan 
seolah memiliki kekuatan yang siap menjerat siapa saja 
untuk larut kedalam pesonanya. Televisi penuh dengan 
ragam program hiburan, seperti musik, sinetron, kuis 
atau berbagai macam reality show. Program-program non-
hiburan seperti berita, awalnya hanya dijadikan sebagai 
pelengkap dengan tampilan yang tidak semenarik program 
hiburan lainnya. Namun, sejak kemunculan MetroTV yang 
memproklamirkan diri sebagai stasiun berita, 
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sebagaimana layaknya CNN, maka terdapat kecenderungan 
berita tidak lagi dianggap sebagai program sampingan. 
Televisi lain yang juga memproklamirkan diri sebagai 
televisi berita, yaitu TVOne, dengan tag linenya 
sebagai stasiun televisi berita dan olahraga. Terdapat 
persaingan diantara keduanya yang kemudian diikuti oleh 
stasiun televisi lain, seperti TransTv, Trans7, RCTI, 
SCTV dan stasiun lainnya. Persaingan tersebut kemudian 
memunculkan ragam varian dalam penyajian berita yang 
kemudian dikemas dengan lebih menarik. 
Hal tersebut tentu saja merupakan hal positif yang 
dapat menjadi sajian menarik bagi masyarakat, terkait 
kehadiran program-program televisi yang berkualitas dan 
mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat. Namun, 
yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah dalam 
perkembangannya kanal-kanal berita tersebut mampu 
mempertahankan komitmennya untuk memberikan informasi 
dan program-program acara yang bersifat obyektif dan 
independen? Apakah stasiun berita tersebut mampu 
melepaskan diri dari konflik kepentingan antara 
kebutuhan untuk memperoleh profit? Dan apakah industri 
media juga masih memperhatikan etika jurnalitik dalam 
pemberitaan atas realitas yang terjadi di masyarakat?  
 
B.Pembahasan 
1. Televisi dan kepentingan Publik 
Media tidak dapat dipisahkan dari hubungannya 
antara konglomerat (pemilik) dan ruang publik. Media 
memiliki peran penting dalam masyarakat, maka tak 
mengherankan jika industri media banyak diminati oleh 
para konglomerat. Karena mengendalikan media sama saja 
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dengan mengendalikan publik. Adanya ruang publik 
merupakan salah satu hal yang membuat posisi media 
begitu penting tetapi juga keterlibatan publik sehingga 
berperan penting dalam demokrasi. Dengan menggunakan 
kekuatan media, akhirnya ide-ide dapat dengan mudah 
disiarkan dan menjadi opini publik.  
Pesatnya perkembang dunia televisi saat ini telah 
menjadikan televisi sebagai industri, sehingga produk 
televisi sekarang sudah tidak bisa dilepaskan dari 
kepentingan bisnis (ekonomi). Sementara itu, 
dikuasainya media televisi oleh orang yang tidak hanya 
bergerak dibidang bisnis (pengusaha) tapi juga 
politikus, membuat produk televisi kini sudah tidak 
bisa lari dari kepetingan politik. Dua hal yakni bisnis 
dan politik itu tentu saja sedikit demi sedikit telah 
menggusur peran televisi dalam kaitanya dengan 
kepentingan publik. Maka menjadi penting bagi kita saat 
ini untuk menganalisis dan mengevaluasi isi pesan 
media, dengan fokus utama tertuju pada isi pesan media, 
yang dipengaruhi kepentingan ekonomi dan politik. 
Dalam siaran televisi, program berita merupakan 
salah satu produknya. Menurut Baksin (2006 : 79), dalam 
hal penyelenggaraan siaran, program berita digolongkan 
ke dalam jenis karya jurnalistik, yaitu produksi acara 
televisi dengan pendekatan jurnalistik yang 
mengutamakan kecepatan penyampaian informasi, realitas 
atau peristiwa yang terjadi. Program berita menjadi 
penting dan seharusnya ada pada setiap lembaga 
penyiaran televisi. Walaupun dalam kenyataannya saat 
ini, jumlah masyarakat yang menonton program hiburan 
jauh lebih banyak dibandingkan program berita. 
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Untuk lebih mendongkrak share dan rating (yang 
ujungnya pada meningkatkan pemasukan iklan), redaksi 
pemberitaan kerap dihadapkan pada usaha untuk melakukan 
berbagai cara yang terkadang esensi berita televisi 
yang seharusnya memberi informasi kepada masyarakat 
pada akhirnya berubah menjadi sedikit menghibur atau 
promosi. Redaksi pemberitaan televisi juga dipaksa 
untuk mengikuti segmentasi dan positioning lembaga 
penyiaran yang bersangkutan. Sehingga dapat kita jumpai 
stasiun televisi yang lebih banyak menampilkan berita-
berita ringan, yang kadang kurang memiliki nilai berita 
yang menyangkut kepentingan publik. Belum lagi demi 
kepentingan pemasang iklan, ada banyak berita yang 
isinya adalah promosi (sekalipun itu tayang dalam 
program berita) hingga pada akhirnya penonton 
sebenarnya hanya dijejali iklan saja. Dari sisi 
ekonomi, program berita tentu tidak banyak mendatangkan 
cukup keuntungan dibandingkan program hiburan, namun 
dari sisi politik, program berita punya kekuatan yang 
sangat besar.  
2. Dominasi dan Kepentingan Pemilik Media 
Proses ekonomi media menuntut maksimalisasi 
keuntungan. Tidaklah mengherankan apabila media juga 
memerlukan sistem persaingan dan proses konsentrasi 
kapital. Konsentrasi dalam istilah ekonomi media adalah 
seberapa tingkat keberbedaan atau kesamaan sebuah 
produk dalam sebuah pasar dan apakah ada atau tidak 
adanya halangan masuk dalam pasar tersebut. 
Sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat 
bagaimana peran pemilik media dari segi ekonomi politik 
terhadap media massa dapat dengan menggunakan pandangan 
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dari teori ekonomi politik. Teori Ekonomi-politik 
merupakan sebuah teori yang berangkat dari pendekatan 
kritis yang muncul sebagai respon terhadap akselerasi 
kapitalisme. Ekonomi politik secara umum digunakan 
untuk mendeskripsikan hubungan antara sistem ekonomi, 
sistem politik dan sistem komunikasi dalam struktur 
kapitalisme global.  
Teori ini memfokuskan pada hubungan antara 
struktur ekonomi, dinamika industri media, dan ideologi 
media (yang pada akhirnya tercermin dalam isi media 
tersebut). Media (massa) tidak lebih dari satu bagian 
dalam sistem ekonomi yang juga sangat dekat pada sistem 
politik. Teori ini menjelaskan bahwa pasar dan ideologi 
memiliki pengaruh besar dalam penentuan isi (content) 
media. Perbedaan isi media antara satu dengan yang 
lainnya bergantung pada kepemilikan dan modal yang 
dimiliki.  
Curran, Gurevitch, dan Woollacott (1982) 
menganggap bahwa media berfungsi untuk melegitimasi 
kekuasaan dan menanamkan kesadaran palsu bagi khalayak.     
Media massa diyakini bukan sekedar medium lalu lintas 
pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, 
melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan 
pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi 
dan politik dominan. Pola kepemilikan dan produk-produk 
yang disampaikan media adalah perangkat ideologis yang 
melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap terhadap 
publik yang diperlukan semata mata sebagai konsumen dan 
terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya 
regulasi-regulasi yang pro pasar. Media juga menjadi 
medium pengiklan utama yang secara signifikan mampu 
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meningkatkan penjualan produk barang dan jasa. Media 
massa juga menyebarkan dan memperkuat struktur ekonomi 
dan politik tertentu. 
Dominasi kepemilikan media televisi oleh satu 
korporasi atau grup, tentu menjadi kekuatan besar untuk 
bias menjadi alat kepentingan politik dan alat tawar 
politik. Sebut saja MNC Grup memiliki tiga stasiun 
televisi (RCTI, MNCTV dan GLOBALTV), kemudian Bakrie 
Grup (TVONE dan ANTV), ada pula TRANS CORP meliputi 
TRANS7 dan TRANSTV, SCTV yang satu pemodal dengan IVM, 
serta METROTV yang dimilik media Grup. Tidak dipungkiri 
jika pemilik modal dari televisi-televisi itu kini 
banyak yang terjun dalam dunia politik atau setidak-
tidaknya mempunyai kedekatan dengan partai politik 
tertentu. 
Jika dianalisis konten berita TVONE, METROTV dan 
MNC GROUP misalnya, maka kita akan begitu mudah 
menemukan sudut pandang/angel yang mencerminkan arah 
kekuatan politik yang dituju dari masing-masing 
televisi tersebut. 
SHARE DAN RATING (PER STASIUN TELEVISI WEEK 1213 – 
1214), Sumber :Nielsen’s 
 Rank Channel\Week 
Week 
1213 
Week 
1214 Inc/Dec 
1 RCTI 13.4 14.5 1.1 
2 MNCTV 13.6 14.3 0.7 
3 SCTV 13.5 13.6 0.1 
4 TRANS7 11.3 12.4 1.2 
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5 TRANS 10.0 10.7 0.7 
6 IVM 9.3 9.6 0.4 
7 GTV 6.9 7.5 0.6 
8 ANTV 7.5 7.2 -0.3 
9 TVONE 6.9 3.9 -3 
10 METRO 3.9 2.4 -1.4 
 
Gambaran jumlah penonton dari setiap stasiun televisi, 
dari sisi politik dapat menjadi gambaran besarnya 
kekuatan atau nilai tawar yang dimiliki. Jumlah itu, 
tentu menjadi lebih besar, dalam konteks penguasaan 
media oleh satu grup/satu pemilik. Kekuatan media massa 
(khusunya televisi) dalam mengarahkan opini dan pilihan 
publik diyakini jauh lebih kuat dibandingkan kampanye 
langsung atau media lainnya. Maka secara sadar produk-
produk yang dihasilkan televisi tidak bisa lepas dari 
arah politik yang dituju oleh pihak yang berkuasa di 
media televisi itu. Kondisi ini tentu saja berbahaya 
bagi kehidupan demokrasi bangsa. Pers, dalam konteks 
ini pemberitaan stasiun televisi, yang disebut-sebut 
sebagai salah satu pilar demokrasi, tidak akan mampu 
menjadi watchdog dan kepanjangan mata-telinga publik, 
bila kepentingan perseorangan atau kelompok mendominasi 
ruang redaksi. 
3. Ruang Publik 
Ruang publik adalah wilayah dimana seluruh anggota 
masyarakat dapat berinteraksi, bertukar pikiran, dan 
berdebat tentang masalah-masalah publik, tanpa perlu 
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merisaukan intervensi penguasa ekonomi atau penguasa 
politik. (Sudibyo, 2004:70). Ruang publik merupakan 
ruang aspirasi dan aktualisasi masyarakat yang secara 
bebas, dan di ruang ini juga publik secara bebas 
melakukan transformasi sosial melalui berkelompok dan 
berserikat. Ruang publik sebagai potensi demokrasi yang 
bisa saling menguntungkan, apalagi ruang publik bisa 
diaktualisasikan dalam bentuk aksi yang positif dan 
membangun. 
Realita sosial  ruang publik adalah ruang 
mayoritas. Dalam logika media, ruang publik adalah 
ruang komunikan, di mana ruang ini menjadi aspek 
terpenting dalam pesan dan kepentingan media. Media 
menjadi struktur terpenting dalam ruang publik, karena 
mampu bersama-sama dengan publik menjadi kontrol 
sosial. Ruang media menjadi ruang substansial dalam 
proses perkembangan dan transformasi masyarakat 
informan menuju lebih baik, tentunya logika media 
seperti ini adalah logika atau rasionalitas publik. 
Realitas media pada saat sekarang ini berpijak 
antara rasio birokratis (state based power) dan rasio 
modal (market based power). Kepentingan ekonomi-politik 
media pada saat sekarang menjadi faktor determinan 
dalam proses kebijakan media. Dalam artian bahwa media 
diikuti oleh bayang-bayang oportunisme, pragmatisme, 
dan idealisme media.   
Sudibyo (2009:xxxii), mengatakan bahwasanya 
kontestasi ekonomi politik yang demikian menghalangi 
media dalam menjalankan keutamaan ruang publik. Sulit 
menjadikan ranah media sebagai arena pembentukan public 
civility ketika pemerintah kembali menjadi establishmen 
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kepentingan modal atau kepentingan birokrasi, ketika 
hampir tidak ada kekuatan yang mampu menghambat 
transformasi media sebagai sepenuhnya ranah komersial. 
Ketika produk media menjadi sepenuhnya komoditas 
komersial, pembentukan watak sosial masyarakat melalui 
media semakin tidak ditentukan oleh persoalan dan 
pertanyaan seputar kewargaan (citizenship), melainkan 
oleh persoalan dan pertanyaan tentang konsumen 
(consumership). 
Akumulasi modal dan kepentingan politik  menjadi 
ruang penentu isi media. di Indonesia pada umumnya 
kepemilikan  media di dominasi swasta yang pada umumnya 
merupakan pengusaha dan sekaligus politisi. Tentunya 
ruang semu media semakin tersamarkan dengan pemberitaan 
media yang cenderung melakukan skeptisisme publik. 
Skeptisisme publik semakin menjadi-jadi hingga saat 
ini, dikarenakan suhu sosial-politik, dan ekonomi 
negara semakin meningkat. Ruang politik semakin gencar 
saling menyerang dengan pemanfaatan media. bahkan media 
yang cenderung sentrifugal atau menjauhi sumbu 
pemerintahan cenderung memberitakan sesuatu yang 
menyoroti kinerja buruk pemerintah.  
Realitas media yang dikontruksi oleh media pada 
akhirnya membuat isi media tidak realistis. Efek media 
menjadikan publik menjadi ketergantungan. Karena selama 
pemberitaan media cenderung menggantung keinginan 
publik dalam sebuah informasi. Media menjadikan publik 
tidak cerdas dan berbuat di luar batas realitas 
sesungguhnya, maka efek kultivasi media ini menjadikan 
manusia itu asing dalam lingkungan sosialnya. Anomali 
media terjadi ketika kesadaran dan daya kritis media 
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tidak berakumulasi sebagai wujud menyampaikan fakta 
sekaligus kebenaran. Kebenaran media yang di dominasi 
kepentingan pemilik media, baik latar belakang politik 
maupun ekonomi hanya menjadi keuntungan sepihak. 
Ruang Publik, dalam prakteknya dapat terwujud 
dalam berbagai kesempatan. Habermas menyoroti kemampuan 
pers atau media massa untuk menjadi sebuah Ruang Publik 
yang dapat menjalankan fungsinya. Media massa, dengan 
jangkauannya yang luas dan kandungan informatif yang 
dimilikinya, bersentuhan langsung dengan wilayah 
publik. Hanya saja, Habermas mewaspadai bahwa 
keberadaan media massa tidak terlepas dari kepentingan 
privat yang menyelenggarakannya. Kepentingan privat ini 
harus ditampilkan secara terbuka dan dikesampingkan di 
bawah kepentingan publik. 
4. Konflik Kepentingan di Media 
Konflik kepentingan seringkali kita temui dalam 
setiap institusi media. Dimana muncul adanya intervensi 
pemilik (ownership) ke dalam ruang redaksi dan 
mempengaruhi independensi pemberitaan jurnalis. 
Takjarang intervensi tersebut mengesampingkan prinsip-
prinsip dasar dalam jurnalistik terkait dengan 
obyektifitas dan profesionalitas jurnalis. Konflik 
kepentingan pada dasarnya merupakan suatu terminologi 
untuk menjelaskan mengenai bias-bias kepentingan privat 
yang muncul dalam konten media massa yang seharusnya 
mengutamakan kepentingan publik. Perdebatan etik 
mengenai konflik kepentingan muncul karena didasari 
oleh adanya praktik-praktik yang dilakukan para pekerja 
media, khususnya jurnalis, yang diintervensi oleh 
berbagai kepentingan dalam memproduksi berita sehingga 
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informasi atau berita yang disajikan dianggap tidak 
lagi ideal untuk memenuhi kebutuhan publik.  
Dalam perdebatan mengenai masalah konflik 
kepentingan didalam media, terdapat perbedaan cara 
pandang yang cukup besar antara David Gordon yang 
idealis dan John Michael Kittross yang cenderung lebih 
pragmatis. Akan tetapi, sebelum beranjak pada poin-poin 
argumen yang disampaikan oleh masing-masing pandangan, 
harus dipahami bahwa keduanya sepakat dalam hal menolak 
konflik kepentingan yang berlangsung secara nyata yang 
sampai melibatkan praktik-praktik kriminal seperti 
pemerasan atau prostitusi, untuk berbohong kepada 
audiens dengan imbalan uang atau hadiah. Bagi keduanya, 
ini artinya membohongi publik. Keduanya juga 
sepandangan bahwa pembatasan terhadap praktisi 
jurnalisme harus diberlakukan tidak hanya pada 
jurnalis, tetapi juga pada penerbit, manajer, dan 
pemilik. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa 
perdebatan yang berlangsung ialah mengenai konflik 
kepentingan dalam tataran persepsi, yaitu apakah etis 
seorang jurnalis memasukkan kepentingan privat dalam 
media massa (Gordon, 1999).  
Kitross cenderung bersikap kompromistis dengan 
berpendapat: “Kredibilitas media massa tidak akan 
hilang apabila praktisi media yang jujur mendapatkan 
kebebasan untuk melakukan kegiatannya sebagai manusia 
dan warga negara biasa” (Gordon, et.al, 1999:257). 
Dalam sebuah industri media, tidak akan luput dari 
konflik kepentingan di dalamnya. Konflik ini biasanya 
muncul dari pengaruh kepemilikan media. Konflik 
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berkaitan dengan ekonomi politik seringkali kita jumpai 
dalam industri media di Indonesia.  
Konflik kepentingan pada dasarnya merupakan suatu 
terminologi untuk menjelaskan mengenai bias-bias 
kepentingan privat yang muncul dalam konten media massa 
yangseharusnya mengutamakan kepentingan publik. 
Perdebatan etik mengenai konflik kepentingan muncul 
karena didasari oleh adanya praktik-praktik yang 
dilakukan para pekerja media, khususnya jurnalis, yang 
diintervensi oleh berbagai kepentingan dalam 
memproduksi berita sehingga informasi atau berita yang 
disajikan dianggap tidak lagi ideal untuk memenuhi 
kebutuhan publik.  
Dalam perdebatan mengenai masalah konflik 
kepentingan didalam media, terdapat perbedaan cara 
pandang yang cukup besar antara David Gordon yang 
idealis dan John Michael Kittross yang cenderung lebih 
pragmatis. 
Akan tetapi, sebelum beranjak pada poin-poin 
argumen yang disampaikan oleh masing-masing pandangan, 
harus dipahami bahwa keduanya sepakat dalam hal menolak 
konflik kepentingan yang berlangsung secara nyata yang 
sampai melibatkan praktik-praktik kriminal seperti 
pemerasan atau prostitusi, untuk berbohong kepada 
audiens dengan imbalan uang atau hadiah. Bagi keduanya, 
ini artinya membohongi publik. Keduanya juga satu 
pandangan bahwa pembatasan terhadap praktisi jurnalisme 
harus diberlakukan tidak hanya pada jurnalis, tetapi 
juga pada penerbit, manajer, dan pemilik. Oleh karena 
itu, perlu ditekankan bahwa perdebatan yang berlangsung 
ialah mengenai konflik kepentingan dalam tataran 
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persepsi, yaitu apakah etis seorang jurnalis memasukkan 
kepentingan privat dalam media massa (Gordon, 1999). 
Berbagai kasus konflik kepentingan di media massa 
di Indonesia menunjukkan fakta bahwa media memang tak 
bisa lepas dari kepentingan tertentu, entah itu 
merupakan kepentingan pribadi jurnalis, ideologi 
tertentu yang melekat dalam organisasi media tersebut, 
ataupun kepentingan pemiliknya. Konten media yang penuh 
bias kepentingan politis pemiliknyatentu menjadi 
semacam pengkhianatan bagi fungsi utama media yang 
harus dapat menempatkan kepentingan publik sebagai 
prioritas utama. Akan tetapi, hal tersebut sangatlah 
sulit dihindari mengingat tidak ada regulasi ataupun 
kode etik yang mengatur mengenai kepentingan pemilik 
terhadap isi media yang dihasilkan. 
Dari sudut pandang regulasi, tidak ada regulasi 
media yang mengatur bahwa media harus bebas dari 
intervensi pemilik atau pemisahan antara dewan redaksi 
dan dewan pemilik. Wewenang regulasi untuk menjamin 
kepentingan publik hanyalah sampai pada taraf 
mengupayakan pluralisme informasi dengan tidak 
membiarkan monopoli kepemilikanmedia. Namun, kondisi di 
Indonesia menunjukkan bahwa meskipun tidak ada 
monopoli, diversifikasi kepemilikan sangatlah terbatas 
mengingat adanya beberapa konglomerasi media besar yang 
mendominasi industri media di Indonesia. Kentalnya 
konsentrasikepemilikan tersebut diperparah dengan kerja 
sama beberapa konglomerat media terkait dengan 
kepentingan tertentu, khususnya kepentingan politis, 
seperti yang ditunjukkan oleh Surya Paloh (Media Grup) 
dan Hary Tanoesudibjo (Grup MNC). Sayangnya, tidak ada 
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regulasi Ketika hal ini terjadi, yang sebenarnya 
dirugikan adalh posisi masyarakat sebagai pengonsumsi 
informasi yang ditayangkan oleh media-media di bawah 
kedua grup tersebut 
 
C.Penutup 
Secara Ideal, masyarakat terbuka yang demokratis 
dapat diwujudkan melalui dunia penyiaran yang menjadi 
ruang publik. Sejarah menunjukkan bahwa pada akhirnya 
media massa merupakan institusi utama dalam masyarakat 
modern. Para kapitalis berusaha menguasai industri 
media yang sedang berkembang cukup pesat di Indonesia. 
Hal tersebut disebabkan karena media massa mampu 
merepresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama 
dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan 
budaya, ditingkat lokal maupun global. Namun disisi 
lain, media massa juga menyebarkan atau memperkuat 
struktur ekonomi dan politik tertentu. Media tidak 
hanya berfungsi secara sosial dan ekonomi, tetapi juga 
menjalankan fungsi ideologis.  
 
*)Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Sultan Fatah Demak. 
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